* Turunan. ' ' e ; .
: ‘- PERATURAN PENERINTAH PFNGGANTI UNDANG~- UNDANG ) W,
" no. li Tahun 1950

tentang Pembentukan Prop1n31 Sumatera Tpngah.
PRESIDEN RerBLIK INDOWhSIA

Menimbang: : bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk daerah Propin-
"~ si Sumatera Tengah jang berhak mengatur dan mengurus ru- .
mah tangga sendiri sebagai termaksud dalam: Undang-Undang
No.22 tahun 1948 tentang pemsrintahanh daergh ;

Mengingat : pasal 5 ajat (1), pasal 22 aJat (1) dan pasal IV Aturan
Peralihan Jndang—Undang Lasar’ Hepublik Indonesia, Maklu-
mat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X, Undang-
Undang No.22 tahun 1948, Undang-Undang No,10 tahun 1948
dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal

<20 Djuli 1950 tentang pembagian. Sumatera mend jadi tiga
Propinsi,

MBMULTUS KAN:

I. Menghapuskan pemerintahan daerah karesidenan bumatera Barat, Riau’
dan Djambi, serta membubarkan Lewan Perwakilan Rakgat kareqldpnan—
kare51denan tersebut;

IT. Menetapkan pembentukan Pron1n51 Sumatera Teng h dengan peraturan
sebagal berikut:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tenuang pembentukan
Propinsi Sumatera Tengah.

._NE_A_E_;li
‘Peraturan Umum, =

Pagsal .15

(1), Daerah jang meliputi daerah karesidenan-Sumateéra Barat, Riau dan
Djambi ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Tengah

Pasal 2

(1). Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Tengah berkedudukan dikota
- Bukittinggi,
(2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh
Pr651den dapat dlplndahkan ke lain cempat.

¥ Pasal "3,

(1). Dewan Perwakllan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdlrl
. dari LO orang anggauta.
(2). Anggauta—anggauta Dewan Perwakilan Rakjat LDaerah Sumatera Tengah,
jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemzlihqn, molotak-
- kan djabatannja bersema-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
(3). Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengsah,
ketguall anggauta Kepala Dazerah, adalah 5 orang.

: BAB II,.
Teniang;Urusan Rumah Tang a Prqp1n31 Sumatera Tongah.

Pasal Q

(1). Urusan rumah tangga dan kewad jiban-kewadjiban lain sebagai ter-
maksud dalam pasal 23 dan 2l Undang-Undang Nos 22 tahun 19,8 ten=
‘tang pemerintahan daerah bdgi Propinsi Sumatera Tengah adalah
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. sebagai
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sebagail berikut

155 Uruoan Unum,
ik, Pemerintahan Umam.
ITT, - Agraria.
1v, " Pengairan, djalan-djslan dan gedung-gedung,
v, S, Pertanlan, perikanan dan koperasi,
Vi = Kehewanan,
Vii. o Keradjinan, perdaéangan dalam negeri dan perin-
+ dustrian,
VITl: " . Perburuhan,
oy, Y B it el
X ". . Pembagian (dlstribus¢)
XIs - " 7 Penerangan..
CXELe oS o pendfdikein mengedJaran dan kebudaJaap
e XTEL: " ' Kesehatan,
SEREVS T, Lalu lintas dan anghutan bermotor,
XV, ".  Perusahaan, '

(2). Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam
“+daftar terlampir inl (Lampiran 4) dan pératuran-peraturan pe-
“laksanaan pada waktu penjerahan,

(3), Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk ru-
- mah tangga Propinsi dan kewadji®+-n Pemerintah jang diserahkan
kepada PPODlDSl Sumatera Tcnpah dengan Undanv Undang dapat di-

tambah,
asal ra

(1), Segala milik berupa barang tetap maupun berupa o1 lak tetap dan

: - perusahaan=perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan jang
dlhapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Te-
ngah jang selandjutnja dapdt men jerahkan sesuatunja kepada dae~-
rah~daerah dibawahnja.

(2). Segala hutang-pihutang pemﬂrlntahan karesidenan tersebut mendja-
di tanggungan Pemvrintah Pusat.,

. Pasal 6,

Peraturan—peraturan daerah kar651denan, sebelum diganti dengan
peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebagai. peraturan daerah Pro-
pinsi; peraturan~peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah’ 5 tahun ter-
hitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Tengah,

. o 1 o = e
.Peraturan penutup.

Pasal 7.

Peraturem Pemerintah Pengganti Uhdang-ﬂndang int mulai berlaku
pada tanggal 15 Agustus 1950,

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui
oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara,-

Ditetapkan di JogJqurta
pada tanggnl 1 Agustus 1950

Diundangkan PPhQI DEN REPUBLIK INDONESIA
pada tanggal 1l Agustus 1950. : ( PTMANGKU: DJABATAN ).
MENTERT KEHAKIMAN, = ( Astdbar ), e
. Qetete - MENTERT uALAw NEGERI

( A.G. PRINGGODIGDO ), HEPUBLIk I DONL&IA

Jang mengambil turunqn o AT debel

Sc131~ArQ1p/thp >digi- KDN, RI (' OTSALTO [PIRTOPRODIO ).~
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LANPIKAN A, LANMPIKAN PERATURAN P:iMERINTAH PENGGANTI
Ml 2 7Y et UNDANG-UNDANG No. L TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH MENURUT PASAL
b AJAT (2.

I. URUSAN UMUM (TaTA USaHa), meliputis

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rekjat Daerah sendiri;

2. persiapan rentjana anggaran pendapatan c¢an belandja, perhitungan
enggaran pendapatan dan belandja dan hal?2 lain Jang mengenai anggaran

. pendapatan dan belandja; .

E. pekerdjaan keuangan sendiri;

urusan pegawai;

arsip dan expedisi;

penjelidikan anggaran pendapatan dan. belanaga dan perhitungan ang-
garan pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disah-
kanj

7+ pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

ILf, URUSAN PENMERLNTalal ULUM, meiiputis

1. pengawasan berdjalannja peraturan daerah PPOpinoJ,
2. pengawasan berdjalannja peratura n«pcrﬂcuwan jang mengenail keamanan
termasuk kepolisian (medebewind);
pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerahl otonOOm dibawahnja;
pelaksanaan penetapan atau perubahan batss-bates daerah-daerah diba-
wahnja (medebewind);
urusan kewarga-negaraan (medebewind);
urusan kehotelan dan tourisme; : !
pekerdjaan rupa2 jang tidak termasuk pad: salah satu kewad 'iban (ba-
gian) urusan lain. '

I11I. URUSAN AGRARIA (TallaH), meliputis

"
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1. penerimaan penjerchan hak
Negara (mecdebewind);

2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan
atau Kementerian lain atau kepada dserah otonoom (medebewind);

3+ pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tansh,
djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongdn bangsa asing
(medebewind)

i, pengawasan pekerdjasan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (se-
bagian ada jang (medebewind).

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG~GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialsh sungai-sungai, sumber-sumber, da-
nau-danau dan saluran-saluran alr termasuk tanah bantarannju tepi2
dan tanggulnja beserta bangun-bungunan milik Pemerintah jang ada di-
atas atau ditepl pengalrun itu jang dipergunakan untuk pengangkutan
pembuangan atau penshan air jang discrahkan olech Pemerintah kepada
Propinsi; '

2. kekuasaan atas pemakailan air daril pengairan umum untuk pertanian dan
l2in2 kepentingon daerah dan Negern jang diserahkan oleh Pemerintah
kepada Propinsij

3. kekuasasn atas djalan-djelan termasuk tanah- tvnﬂh bangunan-bangunan
dan pohon=-pohon dalam lingkungannja, Jjang d'scruhk“n oleh Pemerintah
kepada Fropinsi;

li. kekuasesan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah

“ kepada Propinsi;

5. penjorohan teresbut dalam angka 1 hinggs |} diatas ada jang termasuk

medebewind,

eigendom” atau tanah "eigendom" kepada

A Vo URUSHN

ALl
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V.,URUSAN,PERTHNIAN,'?EPJKRIiF Dal KOEERn&I, mcllputi

- — o s - o :

1, inspeksi dan me r~HUJAh ean hﬂi h jeng ddpat menghldupkan djlwa ta-
ni modern dan menambab dinamlsscering masjarakat tanis; SR

2. penjelenggarean xoordinasi pada 'mpanrv n technis (woqeucw1ad) =

3. penjelenggaraan kubun pdoqb pCu:;;L(L{°ﬁ buah- -buahan, -se juran, -obat-
obatan dan ‘tanaman peldﬂyangnﬂ, : ;

h;”plmp1n4n pembanterasan hama, jang me]u lebih dari'satu_kabupatEn;

. pusat Fropagania pertanian: ; -

- Perikanan.

1. inspeks) kedacrah-deerah dibawshnja (medeBewind);

- 2. penjelidikan dan pengumpilan bhahan-bahan untuk momptrbwixl den men-

pertinggi deradjad pcrlAanqn darat, memobantu pokcrd1%an Kementerian
(medebewind). :

KoperasZ.

Bagian- bagidp jang_gbar-di e bapkan pada waktu penjerahan.
VI, URUSaN KEHEWAFNAN, meliputi: - '

1. inspeksi kedaerah-dacrah dibewahnja, m01 rerd jakan pembante. isan den:
pent jegrhan penjakit menular; ket juall Aertntlne den laborzatorium
(medprWLnd), . - il ;

2+ koordinasi pembanterasan penjakit Jang tidak menular didaerah-deerah
dibawshnja: b :

« pengawasan terhadap veterinalrc hyvgiere jong mongenal daging dan susu;
+» perieriksaan tiap--tiap waktu atas howan nengengkutan; :

5+ pengawasan terhadap pongan*adqqn heweny e

» pengawasan penganiajaan hablj :

7. penjelenggaraan peraturan perdcgungan Loewan dolam chorl dll%qr dac—

reh kFropinsi dan koord1n351 perdagangan hewan beluruh Fropinsi;

8. pen jelenggaraan foks“ation, kocrdinasi den pengawasan pbnter aken

didaerah dibawaihnje, pembanteresan potongan gelqn.

VII. URUSAN KERADJINAN, L FRDAGANG AN DALAM NEGERI DnN rERTNDUSTdT~”
AN, meliputis

Baglennbeglnn jfunrv akan ditetapkan pqd Nekﬁu penjefghénnja.
VIII. URUSAN rFRBURUHAN, meliputis '

1. ponerimaan keterangan-ketersngan (ﬁe govens ) tentang. pcnpqngvurqn da-
ri daersh-daerzh otonoom dibawahnja, jang dlteruskan kcpqd. Ko&ontﬂ-
rian Perburuhan (medebewlnd), .t

2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang ter-
tentu dilaspurkan kepada Komenterian lorburuhan (medebewind); :

3. 2enjolensore¥ian pengerahan, pembaglan dan pomindahan tenaga dimena
diperlukan, mongenai da acrahnja masing-nasing (medebewind) ;

lys mengichtiarkan lapang-lapang pexo;djaan baru sebagoi usaha’ pembante- .

rasan pengangguran (medebewind);
5. penjelenggarsaan penerangan tcntanﬁ pemilihan vak dﬂn lapar" peKuPqu-
an (medebewind);
6. menjolenggarakan latlhan koragﬂ untul n po"txnvgl deradjac cetgau

kapan vak dari kaum penganggur serta terq a muda chususnja (modobc31nd)

T« pengawasan pekerdjaan dacrah otonoon denwatha tentang urusan per-
buruhan (medebewind) .

IX. URUSAN SOSIaL, meliputi;
pimpinan dan pengawasan dldaerah-dasrah dalam lingkungsannja;

—~X. URUSAN
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X. URUSAN rEIBAGIAN(DISTRIBUTIE), meliputi;

mengadakan peraturan tentang pembagian didacrah-dacrah; .
pcnetapan prcesentage kensoilkan horga pendjualan barang-barang distr
busi untuk penggonti beaja(l dan 2 medebowind) .

XI. URUSAN IENERANGAN, moliputis

membantu Kementerian Ienerangan akan lantgornj penerangan umum;
men jelenggarakan pcnuranb»n lokal.

XII. URUSAN rENDIDIZaN, TENGADJARAN Dall KEBUDadaalN, meliputi;

mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendsh, ketjualil
sekolah-sckolah Rakjat latihan dan mcmberi subsidi kepada sckolah
rendah jeng diselcnggaerakan oleh badan-badan partikelir;
mendirikan dan men jelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tin
kat B dan C Nogeri dan mcmberi subsidi kepada lursus-kursus semat]
itu jeng diselenggarakan oleh badan~badan partikelir;

mengusahakan pecrpustakaan rekjat;

penghubung antara Pecmerinteh dan gerakan-gerakan pemuda;

memimpin dan memad jukan kcsenian deerah;

mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-~kursus
pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. URUSAN KESEHARAN, meliputi;

pcendidikan tenaga technis mencngah/rendah;
pekerdjaan curaticf; menjelenggerakan rumah-rumeh sakit pusat dan
umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;

3. pckerdjaan preventicf; urusan transmigrasi dalam daeresh iropinsi;
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memimpin, mengewasi dan mengkoordincer djawatan-djawatan keschotan
dacrah dibawahnja.

XIV. URUSAN LaLU LINTAS Dill hNGKUTuN BERIOEOR, mcllput‘

inspeksi lalu lintas;
poemeriksaan kendarann (keuringsdionst); !
bengkel? Temerintash jong diserohkan kepada Propinsi
persediaan alat2 . (magazijn);
penJelunggarﬂan engxubcn untuk dineos;

It urmurn ;

XV. URUsAl rh?UanAAN, mollputl, : :
rerusaha n-pcrusahasan jang dapat dloulenggaraxan oleh Fropinsi me~

nurut kebutuhan.



